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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif KSPPS BMT Senyum Madani Lestari

Kopersi jasa keuangan ini berdiri pada tanggal 30 Agustus 2018,
sesuai dengan akta pendirian Nomor 010310/BH/M.KUKM.2/X/2018.
Dengan nama Koprasai Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil
Senyum Madani Lestari, lembaga jasa keuangan ini menjalankan usahanya
dalam bidang baitul maal (kegiatan sosial) dan dalam bidang baitul tamwil
yaitu kegiatan bisnis yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-
prinsip syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini berkedudukan di Gang pak
Oyon Nomor 11 RT 006 RW 006 Kel Jamika, Kec Bojongloa Kaler, Kota
Bandung. Landasan dan asas yang dibangun dalam menjalankan usahanya,
koperasi ini berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan pancasila,
selain landasan Undang-undang Dasar 1945 dan pancasila koperasi ini
juga berasaskan kekeluargaan yang berpedoman teguh terhadap prinsip-
prinsip muamalah islam.

Sebagai suatu lembaga jasa keuangan koperasi ini memiliki suatu
rencana orientasi kedepan, guna mendorong perkembangannya, salah satu
syarat untuk membangun orientasi kedepan adalah dengan dibentuknya
suatu visi dan misi, adapun visi dan misi yang telah dibentuk dan
dietntukan dalam AD/ART adalah sebagi berikut :

Visi

Menjadikan Koperasi, Simpan Pinjam, Pembiyaan Syariah BMT
Senyum Madani Lestari sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang
terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan

produktivitas usaha anggota.
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Menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota,
dan calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota.
Menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintah untuk
pengembangan usaha mikro.

Menjadi lembaga yang senantiasa membina tali ikatan silaturahmi
dengan para anggota sehingga memunculkan loyalitas anggota.
Menjadi lembaga pemberdaya ekonomi melalui penguatan jaringan,
modal, produksi, dan market dengan sistem muamlah Syariat islam.
Menjadi lembaga yang senantiasa mengembangkan sumber daya
insani pengelola dan anggota.

Untuk mencapai suatu visi dan misi di atas Koperasi Simpan

Pinjam Pembiayaan Syariah beroperasi dengan tujuan sebagai berikut :

1.

Menghimpun dana dari masyarakat dengan model-model produk
simpanan yang ditawarkan lembaga BMT.

Memberikan suatu pembinaan usaha kepada masyarakat agar
produktif, salah satunya dengan cara memberikan modaal melalui
pembiyaan.

Menghimpun dana-dana publik dari lembaga lembaga donor atau
pemerintah untuk disalurkan kepada anggota dengan tujuan
keberlangsungan suatu usaha.

Pengembangan kulaitas sumber daya insani pengelola dengan tujuan
tercapainya suatu pelayanan anggota secara maksimal.
Pengembangan sumber daya anggota, dengan suatu tujuan agar

usaha anggota BMT semakin produktif.

Dalam pengelolaannya, struktur organisasi koperasi simpan pinjam

dan pembiayaan syariah BMT Senyum madani lestari tidak jauh berbeda

dengan koperasi pada umumnya, akan tetapi dalam struktur organisasi

koperasi yang berbasis syariah seperti BMT terdapat dewan pengawas
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syariah, dewan pengawas syariah ini berfungsi untuk mengawasi suatu
operasional lembaga keuangan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.
Adapun struktur organisasi koperasi simpan pinjam dan
pembiayaan syariah BMT senyum madani lestari adalah sebagai berikut :
Tabel 7
Struktur organisasi BMT

RAT
Dewan Syariah Ketua Dewan Pengawas
pengelola
Bendahara Sekertaris
Manajer
pengurus
Back Office & Teller Marketing Fundraiser & Program BM

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi simpan pinjam
dan pembiayaan syariah BMT Senyum madani lestari, mempunyai
berbagai program produksalah satu di antaranya :

1. Program Simpanan :
a. Simpanan Umroh. Merupakan suatu produk simpanan dari koperasi

simpan pinjam dan pembiayaan syariah, untuk membantu calon
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jemaah mewujudkan rencana keuangnnya agar dapat berangkat

umroh. Adapun yang menjadi syarat dan ketentuan dalam

simpanan umroh adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Megisi formulir pendaftaran, sesuai data KTP atau identitas
lainnya.

Pembukaan setoran awal Rp 20.000 dan setoran selanjutnya
bebas.

Penggunaan akad adalah akad wadiah yad-Dhamanah
Simpanan hanya dapat diambil saat akan berangkat umroh.
Keberangkatan umroh, dilakukan pada saat dana telah
mencukupi.

Harga paket umroh mengikuti publish rate pada tahun
keberangkatan.

Sisa simpanan yang melebihi publish rate pada tahun
keberangkatan dapat diambil oleh jemaah.

Jika simpanan diambil tidak sesuai dengan ketentuan akad,
maka dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % dari nominal
simpanan.

Jika calon jemaah meninggal dunia, maka simpanan dapat

diteruskan oleh ahli waris.

10) Pelaksanaan umroh dilakukan oleh rubi tour & travel.

b. Simpanan Impian, merupakan suatu simpanan para anggota

untuk mewujudkan impiannya dikemudian hari, dengan ketentuan

dan persyaratan sebagai berikut :

1)

2)
3)
4)
5)

Mengisi formulir pendaftaran sesuai KTP atau Identitas
lainnya.

Setoran awal simpanan sebesar Rp 20.000.

Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhmanabh.
Dikenakan administrasi simpanan sebesar Rp 3.000 per bulan
Dikenakan biaya Administrasi pembukaan rekening Rp
10.000,- Untuk buku tabungan dan formulir.
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6) Simpanan dapat diambil kapan saja.

2. Program pembiayaan
a. Gadai atau rahn,merupakan suatu pembiayaan untuk masyarakat
dalam salah satu pemenuhan kebutuhannya, dengan cara
nasabah menyerahkan barang atau harta dalam hal ini kepada

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT senyum

madani Lestari sebagai pemberi gadai, harta tersebut sebagai

jaminan atas seluruh hutang. Adapun mengenai syarat dan
ketentuan dalam rahn adalah sebagi berikut :

1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan gadai sesuai data
yang ada di KTP dan Identitas lainnya.

2) Barang yang digadaikan berupa barang-barang berharga
seperti emas, maupun surat kepemlikan seperti Akta dan lain
sebagainya.

3) Jangka waktu pelafon cicilan selama 6 bulan.

4) Pencairan sebesar 70% dari total harga baranng yang
dijadiakn jaminan dalam gadai.

5) Dikenakan biaya administrasi.

3. Program Baitul Mal

Dalam program ini, Koperasi Simpan Pinjam dan
pembiayan syariah BMT Senyum Madani Lestari, menerima
penghimpunan dana sosial dari masyarakat atau anggota, dan
disalurakn kembali kepada masyarakat (mustahik) sesuai dengan
figih islam, dana-dana sosial tersebut berupa, Zakat, Infak/sedekah,
dan hibah. Ketentuan ini sebagai mana di atur dalam anggaran
rumah tangga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT

Senyum Madani pasal 3.



96

B. Bagaimana aturan hukum terhadap perlindungan nasabah .

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang
diberikan kepada msyarakat menggunakan suatu sarana hukum, hal ini
merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri. Karena,
salah satu implementasi dan wujud dari peran hukum dalam kegiatan
usaha diantaranya tercermin dalam wujud perlindungan hukum terhadap
para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha tertentu, baik itu
perlindungan yang didapatkan oleh para pelaku usaha, maupun
perlindungan terhadap pengguna jasa atau atas produk yang dihasilkan
oleh para pelaku usaha tersebut.

Jaminan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha ini
merupakan suatu perlindungan hukum, salah satu perlindumgan yang
diberikan tersebut berupa perlindungan aset-aset para pelaku usaha-usaha
yang mereka jalankan. Begitu pula sebaliknya, para pelaku usaha harus
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang
menggunakan jasa dan produk dari usahha tersebut.

Adanya suatu perlindugam hukum, merupakan suatu akibat dari
adanya suatu hubungan hukum, maka suatu hubungan hukumlah yang
menimbulkan harus adanya suatu perlindumgan hukum. Hubungan hukum
tersebut bisa dilakukan oleh suatu badan hukum atau suatu perorangan.
Para pemikir-pemikir sudah lama fokus terhadap perlindungan hukum bagi
warga negaranya, hal ini dilakukan sejak zaman yunani kuno, seperti para
pemikir negara dan hukum yang dikemukakan oleh aristoteles dan plato.
Akan tetapi perkembangan selanjutnya munculah aliran-aliran atau yang
biasa disebut dengan mazhab yang mempengaruhi perkembangan hukum,
seperti mazhab hukum alam, mazhab hukum sejarah, mazhab positivisme,

dan lain sebagainya.
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Mazhab-mazhab tersebut merupakan suatu inti dari konsep
perlindumgam hukum, bagi setiap warganegaranya. Jika di Indonesia
sendiri, secara umum konsep perlindungam hukum tidak bisa terlepaskan
dengan tujuan  negara kesatuan republik indonesia, sebagaimana
dirumuskan dalam alinea 1V undang-undang dasar 1945 sebagaimana
berikut :

“Kemudian dari pada itu untuk melindungi segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah, maka disusunlah suatu kemerdekaan
indonesia dalam saatu undang-undang dasar”.

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat dianalisis suatu pendapat
yang mendasari prinsip, pengakuan dan perlindungan terhadap suatu hak
dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam konteks perlindungan hukum
terhadap masyarakat, negara membuat suatu peraturan perundang-
undangan tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen. Dalam runtutan isi undang-undang tersebut,
disana bisa terlihat bahwa konsumen dilindungi secara hukum, hal ini
terjadi setalah adanya suatu hubungan hukum, sepertisetalah adanya jual
beli produk, penggunaan jasa, dan transaksi lainnya yang menyangkut
hubungan hukum.

Berkenaan dengan suatu perlindungan konsumen, digunakanlah
suatu istilah-istilah yang berbeda-beda, hal ini berakibat kepada suatu
makna yang berbeda, yang pada ahirnya akan berdampak kepada suatu
akibat hukum yang berbeda pula. Maka dengan demikian, akan diurai
terlebiih dahulu berbagai istilah yang biasa digunakan  dalama
perlindungan konsumen.

Istilah konsumen sudah tidak begitu asing didengar dalam
percakapan sehari-hari, akan tetapi istilah konsumen tersebut sekiranya
perlu ada batasan-batasan pengertian, hal ini diharapkan mempermudah
suatu pembahasan tentang perlindungan konsumen. Pengertian tentang

konsumen banyak telah dirumuskan, hal ini sebagai upaya hukum
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terbentuknya suatu rancangan undang-undang perlindungan konsumen,
maupun dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri.

Pengerian konsumen, yang dirumuskan dalam rancangan undang-
undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh yayasan lembaga
konsemuen indonesia memberikan suatu pengertian, konsumen adalah
pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Yang tidak untuk
memperdagangkan kembali.*

Istilah konsumen dalam naskah final rancangan akademik undang-
undang perlindungan konsumen, yang disusun oleh fakultas hukum
Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan badan penelitian dan
pengembangan perdagangan departemen perdagangan RI, konsumen
adalah setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak
untuk diperdagangkan.?

Setelah berbagai usaha yang dilakukan dalam pembentukan
undang-undang perlindungan konsumen, maka lahirlah suatu undang-
undang konsumen yang menajdi dasar dan perlindungan hukum bagi
konsumen yang didalamnya telah dirumuskan suatu pengertian konsumen.
Dalam pasal 3 ayaat 2 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan
konsumen adalah :

“Konsumen adalah orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,”

Jika dianalisis lebih jauh pengertian konsumen dalam undang-
undang tersebut lebih luas, dibandingkan dengan kedua pengertian dalam
rancangan undang-undang konsumen yang telah dibahas diatas. Dalam
undang-undang perlindungan konsumen meliputi suatu pengertian yang

menyatakan pemakai barang untuk kepentingan mahluk hidup lain. Hal ini

Libid, him 20.
2 Ibid, hlm 20.
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berarti dapat disimpulkan suatu pengertian yang melindungi konsumen
selain manusia, seperti hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Sehingga pengertian konsumen dalam undang-undang tersebut
sangat luas dalam hal melindungi konsumennya, hal ini tepat dilakukan
demi memberikan suatu perlindungan hukum bagi manusia maupun
makhluk hidup lainnya.

Maka dengan adanya undang-undang tersebut, secara yuridis
konsumen dapat mempertahankan hak-haknya, dan konsumen secara
hukum dilindungi. Karena suatu perlindugan hukum tersebut berkaitan
erat dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlindungan
konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mendapatkan suatu
perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih suatu hak-hak
konsumen vyang bersifat abstrak. Maka dengan demikian dapat
dirumuskanlah suatu hak-hak dasar konsumen yang biasa dikenal sebagai
berikut :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan.
2. Hak mendapatkan suatu informasi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.

Keempat hak dasar tersebut diakui secara internasional, akan
tetapi dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang
tergabung dalam The International Organization of consumer Union
(I10CU)menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan
pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.?

Selain hak-hak diatas di Indonesia sendiri hak-hak konsumen
disebutkan secara langsung dalam undang-undang perlindungan konsumen
nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, bahwa hak-

hak konsumen meliputi :

3

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 31.



100

a. Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondidi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang bener, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

h. Hak mendapatkan kompensasi, gantirugi dan/atau penggantian
apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratuaran perundang-
undangan lainnya.

Oleh karena itu, hal tersebut diatas merupakan suatu hak-hak

mendasar yang harus didapatkan oleh setiap konsumen, baik hal ini
terhadap konsumen barang atau jasa, yang didalamnya termasuk
peorangan atau badan hukum yang melakukan suatu hubungan hukum,
seperti lembaga BMT yang menyediakan jasa keuangan. Hak-hak tersebut
yang semestinya mendapatkan suatu perlindungan hukum dari lembaga
BMT itu sendiri kepada masyarakat, sebagai jaminan perlindungan bagi
nasabahnya.

Dari uraian diatas, meskipun setiap konsumen mendapatkan suatu
hak-hak yang harus diperolehnya, aka tetapi semua ini tidak telepas dari
suatu kewajiaban-kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kewajiban-
kewajiban konsumen ini dituangankan dalam pasal 5 undang-undang
perlindungan konsumen, sebagaimna berikut :

a. Membaca dan mengikuti pentunjuk informasi dan prosedu
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan traksansi pembelian barang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelsaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut;
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Maka berdasarkan kedua pasal diatas, penulis berpendapat bahwa
kedua pasal tersebut yang menjadi dasar legalitas secara umum, bagi
setiap masyarakat yang melakukan suatu hubungan hukum dalam bidang
harta kekayaan atau transaksi komersial (konsumen atau produsen), baik
itu transaksi dalam bidang barang, seperti jual beli, maupun transaksi
dalam bidang jasa, seperti sewa menyewa maupun penggunaan jasa
lembaga keuangan. Hal ini yang menjadikan suatu perlindungan hukum
bagi para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum tersebut. Maka
dengan demikian hak-hak dan kewajiban para pihak penting untuk
diperhatikan dan di laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan
posisi dari masing-masing pihak tersebut.

Suatu konsumen jika dilihat berdasarkan undang-undang
perlindungan konsumen, maka suatu konsumen dapat dibedakan menjadi
tiga tingkatan.

1.  Konsumen dalam arti umum, dalam hal ini konsumen mempunyai
suatu kedudukan sebagai pemakai, pengguna, dan pemanfaat barang
dan jasa, yang mempunyai suatu tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, dalam hal ini seorang konsumen hanya sebagai
pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk
diproduksi menjadi barang atau jasa lain, dengan suatu tujuan untuk
memperdagangkannya dengan tujuan utama komersil.

3. Konsumen ahir, dalam hal hal ini konsumen mempunyai suatu
kedudukan sebagai pengguna, pemakai, dan atau pemanfaat barang
atau jasa konsumen sebagai pemenuhan atas kebutuhan untuk diri
sendiri, keluarga, atau untuk kebuthan rumah tangganya, dan unuk
tidak diperdangkan kembali.

Berdasarkan pembedaan diatas, maka suatu konsumen atau
nasabah dalam lembaga keuangan seperti BMT mempunyai suatu
kedudukan sebagai konsumen ahir, karena lembaga keuangan BMT
tersebut harus memberikan dan memenuhi semua akan hak-hak nasabah

BMT selaku konsumenya. Karena suatu alasan hukum yang memaksa
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lembaga BMT harus memberikan suatu perlindumgan hukum kepada

nasabahnya selaku kosumen lembaga keuangan tersebut. Alasan-alasan

tersebut adalah sebagai berikut :

1.  BMT merupakan suatu lembaga keuangan, karena suatu lembaga
keuangan baik itu berupa bank atau non bank, baik itu bergerak
dalam bidang simpan pinjam atau lain sebagainya, suatu lembaga
keuangan resmi diperuntukan bagi masyrakat. Oleh karena itu,
karena suatu tujuannya sudah diperuntukan bagi masyarakat, maka
tujuan ahirnya adalah untuk menumbuh kembangkan suatu
perekonomian masyarakat, baik itu dalam ruang lingkup mikro,
maupun makro.

2. Badan hukum yang berbentuk lembaga, karena BMT merupakan
suau lembaga keuangan yang berbadan hukum, oleh karena itu, suatu
lembaga kuangan BMT sudah pasti berkaitan erat dengan pihak
ketiga, karena dalam menjalankan usahanya dalam bidang jasa
simpan pinjam, oleh karena itu pihak ketiga dalam hal ini adalah
nasabah atau pengguna jasa keuangan tersebut. Maka dengan
demikian, akan berdampak kepada suatu permasalahan dalam
perlindungan hukum kepada nasabahnya, yang sebagaimana telah
diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

3.  Adanya pergeseran kepercayaan terhadap lembaga keuangan
konvensional yang menurun, sehingga ketika munculnya suatu
lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank, yang sistem
operasionalnya berdasarkan prinsip syariah seperti halnya BMT,
maka sangat perlu diperhatikan hal ini, guna pembangunan ekonomi
yang lebih maju. Oleh karena itu BMT adalah salah satu prioritas
lembaga keuangan yang harus mengutamakan suatu perlindungan
hukum bagi nasabahnya, hal ini selain bertujuan menarik
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berbasis
syariah, berguna juga untuk membantu mendorong dalam hal

mengembangkan ekonomi nasional.
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Oleh karena itu pemerintah ikut campur dalam memberikan suatu
regulasi, yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsennya,
salahsatunya dalam hal penggunaan produk jasa.

Seandainya meskipun tidak diberlakukannya suatu undang-undang
perlindungan konsumen oleh pemerintah, sebagai rujukan pokok dalam hal
mengatur hak-hak nasabah, dalam hal ini guna memberikan suatu
perlindungan hukum bagi masyrakat. Pada dasarnya sudah ada prinsip dasar
yang bisa digunakan untuk melindungi nasabah. Prinsip-prinsip tersebut
adalah asas-asas hukum yang dapat digunakan, baik itu asas hukum dalam
hukum perdata, atau asas hukum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal
28D.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karena itu berdasarkan pernyataan undang-undang tersebut,
merupakan suatu perinsip dasar, dalam memberikan suatu perlindumngan
hukum dalam bidang produk dan jasa kepada masyarakat. Pernyataan
tersebut bisa diperkuat dengan dengan pernyatan hukum yang di
samapaikan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1.

“Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukuk dam
pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”

Penulis berpendapat, kedua pasal tersebut diatas merupakan suatu
landasan pokok bagi semua masyarakat maupun pelaku usaha untuk
mendapatkan suatu perlindungan hukum. karena, pernyataan tersebut
disampaikan oleh suatu undang-undang dasar yamg merupakan landasan
konstitusional bagi peraturan perundang-undangan lainnya. sehingga suatu
peraturan perundangan-undangan yang akan disusun tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.

Selain itu juga undang-undang dasar secara tegas memberikan suatu
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana telah

disebutkan dalam kedua pasal diatas. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan
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suatu undang-undag perlindungan konsumen merupakan salah satu sarana
hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan dari para pelaku usaha,
karena tindakan kesewenang-wenangan tersebut akan menimbulkan suatu
sifat ketidakpastian dalam hukum. Oleh karena itu berdasarakan landsan
konstitusional dalam undang-undang dasar 1945 dibuatlah suatu undang-
undang perlindungan konsumen guna meghindari semua tindakan
kesewenang-wenangan dari para pelaku usaha kepada masyarakatnya,
sehingga semua masyarakat merasa dilindungi secara hukum.

Dalam udang-undang perlindungan konsumen, asas hukum yang
dijadikan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi nasabah atau
konsumen dinyatakan dalam pasal 2 undang-undang perlindungan
konsumen. Perlindungam konsumen berasaskan :

1. Asas manfaat
Berarti secara keseluruhan suatu aturan hukum yang berkaitan erat
dengan perlindungan konsumen harus memberikan suatu manfaat
sebesar-bearnya bagi semua kepentingan konsuemn maupun para
pelaku usaha. Hal ini diharapakan secara hukum hak-hak konsumen
maupun pelaku usaha merasa dilindungi secara adil.

2. Asas keadilan
Hal ini diharapkan dapat mewujudkan dan memberikan suatu
kesempatan yang sama bagi konsumen dan para pelaku usaha untuk
melakukan semua hak-hak dan kewajibannya dari masing-masing
pihak, guna menghindari suatu kecurangan atau penyalahgunaan
wewenang, dari masing-masing pihak, sehingga menimbulkan suatu
dampak hukum yang buruk.

3. Asas keseimbangan.
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kesimbangan antara
pemerintah, konsumen, dan para palaku usaha, sesuai dengan
kepentingan masing-masing, dalam arti itu dalam bidang materil atapun
spiritual.
Asas keamanan dan keselamatan.
Asas ini diharapakan memberikan suatu jaminan dan perlindungan
hukum dalam penggunaan barang atau jasa yang digunakan oleh
konsumen.
Asas kepastian hukum
Diharapakan adanya asas kepastian hukum, para konsumen dan para
pelaku usaha memperoleh suatu keadilan ketika ada suatu kerugian,
begitu pula konsumen dan para pelaku usaha diharapkan mampu
mentaati semua peraturan hukum yang ada.
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Oleh karena itu asas-asas hukum tersebut merupakan suatu pijakan dan
pondasi, suatu undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan peraturan
lainnya. sehingga asas-asas hukum tersebut diatas tidak boleh dikesampingkan
dalam menjalankan suatu perundang-undangan.

Selain dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, perlindungan nasabah BMT juga bisa ditemukan dalam surat
keputusan mentri negara koperasi dan usaha kecil menengah no
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha
koperasi jasa keuangan syariah , yang secara tidak langsung memberikan suatu
perlindungan hukum bagi nasabah, hal ini tertuang dalam pasal 35 dan 36,
sebagai berikut :

1. Audit wajib dilakukan pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah/Unit jasa
Keuangan Syariah yang telah mempunyai jumlah volume pembiayaan dan
piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)

Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik atai Koprasi Jasa Audit.

3. Koprasi Jasa Keungan Syariah. Unit Jasa Keungan Syariah yang belum wajib
audit menurut ketentuat ayat (1) melakukan pemeriksaan laporan keungan
yang dilakukan oleh audit internal, atau pengawas dan atau petugas khusus
yang telah ditetapkan sesuai kebijakan koperasi yang bersangkutan.

Hasil Audit disampaikan dalam Rapat Anggota

Selain disampaikan dalam Rapat Anggota, hasil audit diumymkan kepada
anggota dan atau umum melalui papan pengumuman pada kantor koprasi
yang bersangkutan atau mass media

N
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Sedangkan dalam pasal 36 dinyatakan sebagai berikut :

(1) Penilaian kesehatan terhadap terhadap Koprasi Jasa Keungan Syariah/
Unit Jasa keuangan Syariah dilakukan oleh petugas penilaian kesehatan
Koprasi Keungan Syariah dan Unit Jasa Keunagn Syariah yang memenubhi
syarat dan kantor koprasi, dan usaha kecil dan menengah baik di tingkat
pusat, Provinsi/ DI dan Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas secara tidak
langsung bisa dijadikan suatu perlindngan terhadap nasabah BMT, hal ini bisa
diperhatikan dari kedua pasal tersebut diatas sehingga pengelolaan dana nasabah
BMT di kelola secara hati-hati, karena dari hasil audit tersebut akan ditemukan

suatu trasparansi dana yang digunakan. Selain itu juga berdasarkan pasal 38 Surat



106

Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Nomor
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi
jasa keuangan syariah menyatakan :

(1) Koperasi Jasa Keungan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
yang terlampat dana tau tidak menyampaikan laporan keunagan berkala
triwulan kepada pejabat koperaso, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat
(3) dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang
terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1(satu)
bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan,
dikarenakan teguran tertulis;

b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah yang
terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2(dua)
bulan dari jadwal yang di tentukan untuk menyampaikan laporan,
digunakan teguran tertulis kedua;

c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah yang
terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 3(tiga)
kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1(satu)
tahun buku, tingkat kesehatanya diturunkan satu tingkat;

d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah yang
terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu
4(empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka
waktu 1(satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;

e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah yang
terlambat menyampaikan laporan minimal 1(satu) periode triwulan,
hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.

(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang
terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada
pejabat koperasi sebagimana dimaksud dalam pasa 33 ayat (4), dikenakan
sansi asdministrasi sebagai berikut:

a. Koperasi Jasa Keuanagan Syariah/ Unit Jasa Keungan Syariah yang
Terlambat menyampaikan laporan tahunan lebih dari 2 bulan sejak
tutup buku dikenakan peringatan tertulis:

b. Koperasi Jasa Keungan Syariah/Unit Jasa Keunagan Syariah yang
tidak menyampaikan laporan tahuanan, lebih dari 1 (satu) tahun,
dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;

c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah yang
tidak menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-
turut, dikenakan sanksi pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah
atau pembatan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang
memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.
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Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, koperasi jasa keuangan syariah
atau unit jasa keuangan syariah tidak menyampaikan laporan keuangannya
dikenakan suatu sanksi mulai dari teguran sampai dengan pembubaran, hal ini
memeperketat suatu pengelolaan keuangan oleh lembaga BMT, yang
dimaksudkan untuk melindungi hak-hak nasabah dalam menyimpan dana di BMT
sebagai konsumen yang menggunakan jasa BMT. Sehingga menghindari
penyalahgunaan dana nasabah oleh lembaga keuangan atau dari karyawan BMT
itu sendiri. Selain hal itu juga, ini penting dilakukan karena lembaga keuangan
seperti koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah sperti BMT
mempunyai tangung jawab sebagai pelaku uasaha kepada nasabahnya
sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagai

lex spesialis pasal 19 sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha bertangung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilakan atau diperdangangkan

(2) Ganti rugi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesahatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku .

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi

(4) Pemberian ganti rugi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Analisis terhadap pasal diatas jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan
dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat dikenakan suatu sanksi, baik
itu sanksi berupa administratif maupun sanksi berupa pidana. Salah satu sanksi
administratif dapat dikenakan kepada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha
terhadap pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 di atas dalam undang-undang perlindungan

konsumen. Selain itu juga suatu sanksi administratif yang bisa diberikan kepada
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para pelaku usaha dibahas juga dalam pasal 26 undang-undang perlindungan
konsumen sebagai berikut :

“Pelaku Usaha yang memperdagangkan jenis jasa wajib memenubhi
jamanin dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Bisa diperhatikan pasal di atas, jika lembaga BMT dalam memberikan
suatu jasanya kepada nasabah penyimpan dana tidak memberikan suatu jaminan
hukum yang jelas, jaminan hukum tersebut bisa di berikan dengan cara
memberikan suatu garansi, atau keamanan dan kenyamanan terhadap nasabah
yang dibuat dalam suatu perjanjian, jelaslah BMT telah melanggar pasal 26 dan
dapat dikenakan suatu sanksi administratif, yaitu penetapan ganti rugi.

Hal ini menjadikan suatu jaminan hukum kepada nasabah yang harus
diberikan lembaga BMT, karena lembaga BMT berposisi sebagai pelaku usaha,
adapun sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada BMT atau pengurusnya jika
melanggar ketentuan-ketentuan yang di sebutkan dalam undang-undang
perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf b dan f. Pasal 9 ayat 1 huruf j
dan k, pasal 17 ayat 1 huruf c, dan pasal 18, berdasarkan ketentuan pasal ini bisa

di penjara lima tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00. (dua miliyar)

Adapun para pelaku usaha yang didalamnya termasuk BMT yang
melanggar ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen yang
dicantumkan dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 17 ayat 1
huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, atau pidana
denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta).

Dalam undang-undang perkoperasian, suatu perlindungan hukum yang
diberikan kepada nasabah dalam hal ini anggotanya adalah perihal suatu
kewajiban penggantian kerugian yang harus dilakukan oleh pengurus, bak itu
kerugian secara sengaja maupun atas kelalaian. Hal ini termuat dalam pasa 34

undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 :

(1) Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung
kerugian yang di derita koperasi. Karena tindakan yang dilakukan
dengan kesengajaan atau kelalainnya.
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(2) Di Samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu
dilakukan dengan

Selain itu juga Neni Sri Imaniyati berpendapat masalah tanggung jawab
BMT yang berbadan hukum koperasi, jika suatu koprasi mengalami suatu
kerugian atau kepailitan dan semua harta kekayaan BMT tidak mampu menutupi
semua kerugian tersebut, ataupun tidak mampu dalam menutupi suatu kewajiban
terhadap pihak ketiga, pengurus BMT bertanggung jawab secara tanggung
renteng. Meskipun demikian, pegurus tidak bertanggungg jawab atas kerugian
tersebut, jika pengurus dapat membuktikan suatu kesalahan yang mengakibatkan
kerugian BMT bukan atas kesalahan pengurus.*

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis berpendapat. Untuk
menjalankan ketentuan yang termuat dalam pasal 34 diatas maka harus terlebih
dahulu diadakannya suatu proses pembuktian, oleh semua pengurus. Karena
posisi pengurus koperasi dalam hal ini yang termuat dalam undang-undang
perkoperasian mempunyai suatu tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh

pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 25 tahu 1992 sebagai berikut :

(1) Pengurus bertugas:

a. Mengelola Koperasi dan usahanya;

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi;
Menyelenggarakan Rapat Anggota
Mengajikan laporan keuangan dan inventasi secara tertib;
Memelihara pembukuan keuangan dan investasi secara tertib;

f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
(2) Pengurus berwenang:

a. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan;

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran
dasar

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaata
koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat
anggota.

® o0

Berdasarkan pasal diataslah, maka seseorang pengurus mempunyai peran

yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu lembaga BMT, karena hal ini

# Ibid, him 133.
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yang menjadikan alasan logis pembebanan hukum terhadap pengurus yang
mengelola suatu lembaga BMT yang berbadan hukum koperasi.

Selain itu juga pasal 31 lebih tegas menyatakan kewajibannya terhadap
pengurus dalam hal mengelola suatu lembaga koperasi sebagaimana berikut :

“Pengurus bertangung jawab mengenai segara kegiatan pengelolaan
koperasi dan usahanya kepada rapat anggota luar biasa”.

Maka oleh karena itu, penulis berpendapat, kedudukan seorang
penguruslah yang menjamin keuntungan dan kerugian suatu lembaga BMT yang
berbadan Hukum koperasi, karena pengurus memegang peran sangat penting
dalam hal menjalankan kegiatan usahanya suatu lembaga koperasi yang salah
satunya dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana, dengan kata lain kerugian
yang akan muncul merupakan suatu yang harus bisa diprediksi oleh pengurus baik
itu secara sengaja ataupun kelalaian, sehingga nasabah-nasabah BMT merasa
terlindungi oleh hukum yang ada, yang salah satunya bersandar kepada undang-

undang perkoperasian.

Selain ketentuan-ketentuan diatas, suatu perlindungan hukum kepada
masyarakat juga diberikan oleh undang-undang lembaga keuangan mikro,
undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang

dicantumkan dalam pasal 25, sebagai berikut :

Untuk perlindungan penyimpanan dan masyarakan, otoritas jasa keuangan
berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian penyimpan dan masyarakat

yang meliputu:

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
karakteristik dan kerugian usaha LKM

b. Meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya, apabila kegiatan
tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. Tindakan lain yang dianggap peril sesuai dengan undang-undang ini.
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Berdasarkan ketentuan di atas, untuk memberikan suatu perlindungan
hukum bagi masyarakat, disini otoritas jasa keuangan berwenang secara langsung
untuk memberikan suatu pengawasan dalam hal mengantisipasi terjadinya suatu
kerugian kepada masyarakat yang akan ditimbulkan oleh lembaga keuangan

mikro.

Sehingga berlakunya suatu undang-undang di atas menjadikan lembaga
keuangan mikro berhati-hati dalam menjalankan usahanya, karena adannya suatu
pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini menurut penulis,
menjadikan dasar suatu lembaga keuangan mikro seperti BMT memberikan
haknya kepada nasabah dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi

masyarakat penyimpan dana.

Karena selain hal di atas, pasal 26 memberikan suatu fasilitas untuk
memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat perihal dalam memyampaikan
pengaduannya kepada lembaga keuangan mikro, jika suatu saat ada kerugian.

Sebagaimana berikut :

Otoritas Jasa keuangan melakuakan pelayanan pengaduan penyimpanan

meliputi:

a. Menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan penyimpanan yang
dirugikan oleh LKM;

b. Membuat mekanisme pengaduan penyimpan yang dirugikan oleh
LKM; dan

c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan penyimpanan yang dirugikan
oleh LKM.

Hal diatas merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan
memberikan suatu fasilitas pelayanan pengaduan, maka masyarakat tidak akan
mengalami suatu kebingungan sosial yang menyebabkan rendahnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro, baik itu BMT

maupun koperasi.
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BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki suatu fungsi yang tidak
begitu jauh berbeda dengan bank pada umumnya, yaitu dalam hal menghimpun
dan menyalurkan dana, memiliki suatu tanggung jawab dalam hal pengawasan
terhadap operasionalnya suatu lembaga jasa tersebut. Benawan mengartikan
pengawasan merupakan suatu bentuk proses untuk memastikan bahwa semua

yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. °

Suatu pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, hal ini
karena mempunyai suatu alasan dalam hal mencapai suatu tujuan organisasi
tersebut, sehingga suatu pengawasan bisa dikatakan berkaitan erat dengan
manajemen. Karena suatu pengawasan diimplementasikan untuk menilai dan
mengantisipasi adanya kesalahan dalam suatu pekerjaan. Maka dengan demikian
BMT memiliki suatu tanggung jawab terhadap perlindungan nasabahnya, yang
mungkin saja diakibatkan karena adanya kesalahan dari manajemen BMT itu
sendiri. Maka dengan demikian hal ini akan berkaitan erat dengan suatu
perlindungan hukum kepada nasabah dari sudut pandangan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata mengenai suatu akibat dari perbuatan hukum yang berkaiatan erat

dengan kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum (perorangan atau lembaga).

Nasabah mempunyai suatu hubungan hukum dengan lembaga BMT salah
satunya disebabkan karena adanya hubungan kontraktual yang telah dibuat,
sehingga kontrak yang telah dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat antar
kedua belah yang membuatnya. Akan tetapi, dibalik semua itu, disisi lain ada
suatu hubungan yang dibangun berdasarkan asas kepercayaan nasabah terhadap
BMT sebagai lembaga keuangan, karena hal ini mengakibatkan masyarakat
percaya terhadap lembaga BMT saat menyimpan dananya, sehinnga nasabah

percaya lembaga BMT mampu untuk mengembalikan uangnya saat akan diambil.

Oleh karena berdasarkan suatu hubungan hukum tersebut, KUHPerdata

memberikan suatu perlindungan hukum kepada nasabah BMT, dalam hal ini yang

5Widiyanto bin Mislan Cokhrohadisumarto dan Yuli Indah Sari,BMT teori dan model-model pengembangan BMT,
RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, him 105.
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salah satunya bisa di sebabkan karena suatu perbuatan kesalahan oleh lembaga
BMT. Yang biasa disebut dalam bahasa hukum suatu perbuatan melawan hukum.
Syarat-syarat yang harus ada terhadap suatu perbuatan itu dikatan sebagai suatu
perbuatan melawan hukum Mariam Darus Badrulzaman berpendapat sebagai
berikut :

1. Harus adanaya suatu perbuatan, perbuatan disini berkaitan erat dengan suatu
perbuatan baik itu dilakukan dengan cara positif, maupun negatif. Maksudnya
adalah setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.

2. Suatu perbuatan harus melawan hukum.

3. Adanaya suatu kerugian dari perbuatan

4. Adanya suatu hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan melawan hukum
dengan kerugian.

5. Adanya suatu kesalahan.®

Suatu kesalahan yang merupakan dari suatu bagian dari perbuatan hukum,

dalam KUHPerdata memiliki suatu model tanggung jawab sebagai berikut :

1. Suatu tanngung jawab karena diakibatkan oleh suatu kesalahan di sengaja,
sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :
“Tiap perbuatan yangmelanggar hokum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
2. Suatu tanggung jawab karena diakibatkan oleh suatu unsur kesalahan karena
kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUPerdata sebagai berikut:
“Setiap orang bertanggung jwab, buakan hanya atas kerugian yang
disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”
3. Suatu tanngung jawab mutlak, yang disebabkan oleh tanpa adanya kesalahan,
dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana di bahas dalam pasal 1367

sebagai berikut :

6 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, FH Unlam,

Banjarmasin, 2008, hlm 76.
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“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang
disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjasi tangguannya atau disebabkan
barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orangtua dan wali beranggung jawan atas kerugian yang disebabkan oleh anak-
anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka
melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat
orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas
kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan
pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang
disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukannya selama waktu orang-orang
itu berada dibawah pengawasannya

Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua,gury sekolah atau
kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat
mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”.

Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Neni Ismayanti
mengatakan perbuatan kesalahan dalam KUHPerdata memliki suatu pertanggung
jawaban yang terdiri dari unsur, adanya suatu pelanggaran hak dan adanya suatu
unsur kesalahan.” Suatu pelanggaran hak sangat berkaitan erat dengan hak-hak
seseorang terhadap suatu hak kebendaan, maupun terhadap suatu hak-hak
peribadi. Oleh karena itu maka suatu peraturan KHUPerdata sebagai suatu
peraturan hukum memaksa untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh
adanya suatu pelanggaran hak yang biasa disebut dengan perbuatan melawan
hukum seperti disebabkan oleh adanya kesalahan dari para pihak yang
mengakibatkan adanya kerugian. Hal ini merupakan suatu perlindungan hukum.

Suatu pertanggungjawaban yang diakibatkan dari adanya kesalahan dalam
hukum perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau adanya
kesengajaan dari para pihak yang melakukan suatu bentuk pelanggaran, walaupun
tingkat kesengajaan sangatlah kecil. Perbuatan lalai ini mengakibatkan kesalahan
perdata.

Akan tetapi ada beberapa suatu kesalahan perdata yang mengakibatkan

suatu pertanggung jawaban yang keras, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban

7 Ibid, hlm 152.
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yang telah undang-undang larang. Munir Fuady mengemukakan pendapatnya
terhadap mekanisme perlindungan nasabah bank sebagaimna berikut :

1. Membuat suatu peraturan baru atau merevisi peraturan yang suadah lama.

2. Memperlakukan dan memperketat peraturan yang suadah ada oleh otoritas
moneter.

Perlindungan oleh lembaga asuransi.

Perizinannya diperketat.

Memperketan pengaturan dalam hal kegiatan perbankan.

o o > w

Memperketat pengawasan perbankan.®

Penulis berpendapat mengenai suatu mekanisme yang disampaikan di atas,
meskipun suatu lembaga keuangan mikro BMT secara kauntitatif perihal dalam
jumlah penyimpan dananya tidak begitu besar sebagaimana biasanya di perbankan
pada umumnya, akan tetapi mekanisme diatas sangat perlu di terapkan di lembaga
BMT, hal ini selain untuk melindungi nasabah secara hukum, akan tetapi
merupakan suatu mekanisme untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga BMT, sehinngga menunjang terhadap perkembangan lembaga keuangan
syariah di indonesia yang salah satunya lembaga keuangan mikro BMT. Hal ini
diharapkan sebagai penunjang perkembangan ekonomi nasional sebagaimana di

amanatkan oleh undang-undang dasar 1945.

. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam produk simpanan umroh di
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani
Lestari.

BMT Senyum Madani Lestari dalam menjalankan fungsinya sebagai
lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan
pembiayaan syariah, yaitu memiliki suatu fungsi utama dalam hal menjalankan
usahanya dalam bidang jasa yang didalamnya simpan pinjam dana anggota
koperasi, hal ini sebagaimana di amankan oleh undang-undang nomor 25 tahun
1992 pasal 44 ayat 1 dan 2, Sebagai berikut :

81bid, him 153.
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1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan
usaha simpan pinjam dari dan untuk;
a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya

2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu
atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Berdasarkan, ketentuan diatas suatu kegiatan simpan pinjam meminjam
tidak akan terlepas dari lembaga koperasi, karena hal ini merupakan kegiatan
usaha lembaga tersebut. akan tetapi dalam hal menerima simpanan dana nasabah
atau anggota koperasi ada suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai
jaminan keamanan yang diberikan kopersi kepada nasabahnya, karena dalam hal
ini lembaga koperasi seperti BMT menjadi pihak kedua yang di percaya oleh
pihak pertama (nasabah) untuk mengelola dana tersebut, dan menjamin dana
tersebut kembali pada saat nasabahnya mengambil pada suatu saat nanti.

Dalam menjalakan usahanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah BMT Smile, mempunyai suatu program simpanan yang salah satunya
Simpanan Umroh, yang dalam hal ini menjadi Fokus penelitian. Simpanan Umroh
merupakan suatu produk simpanan dana yang ditawarkan kepada masyarakat atau
anggotanya untuk menyimpan dananya di lembaga BMT, dengan suatu tujuan
dapat berangkat umroh ketika dana tersebut sudah mencukupi untuk
keberangkatan umroh. Syarat dan ketentuan dalam simpanan umroh adalah

sebagai berikut :

1. Megisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan foto copy KTP atau
identitas lainnya.

Setoran awal minimal Rp 20.000 dan setoran selanjutnya bebas.

Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad-Dhamanah

Simpanan hanya dapat diambil saat akan berangkat umroh.

Keberangkatan umroh, dilakukan pada saat dana telah mencukupi.

Harga paket umroh mengikuti publish rate pada tahun keberangkatan.

N oo g bk~ D

Sisa simpanan yang melebihi publish rate pada tahun keberangkatan dapat

diambil oleh jemaah.
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8. Jika simpanan diambil tidak sesuai dengan ketentuan akad, maka dikenakan
biaya administrasi sebesar 10 % dari nominal simpanan.

9. Jika calon jemaah meninggl dunia, maka simpanan dapat diteruskan oleh ahli
waris.

10. Pelaksanaan umroh dilakukan oleh rubi tour & travel

Adapun manfaat yang ditawarkan oleh lembaga koperasi simpan pinjam
dan pembiayaan syariah BMT Smile kepada masyarakat dan anggotanya dalam
hal program simpanan umroh ini adalah sebagai berkut :

1. Terencana, karena dalam simpanan ini calon jemaah atau nasabah penabung
umroh bisa merencanakan untuk bisa beribadah umroh sejak dini.

2. Fleksibel, nasabah penyimpan dana dengan leluasa bisa menentukan jangka
waktu menabung, karena dapat menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan
dari travel umroh.

3. Mudah, karena nasabah penyimpan dana dengan sistem menabung akan
memudahkan untuk berangkat umroh.

4.  Aman, karena dana yang disimpan dikelola oleh lembaga keuangan resmi
yang berbadan hukum.

5. Ringan, jumlah nominal setiap akan menabung yang tidak ada batasan dari
lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dan dikembalikan
kepada kemampuan calon jemaah.

6. Syar”i, dana simpanan nasabah di kelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum
ekonomi islam.

Perlindungan Hukum Nasabah pada pogram simpanan umrah di koperasi
simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Smile merupakan suatu fokus dalam
penelitian ini, dalam mekanismenya dilapang, program simpanan ini merupakan
suatu program yang segmen marketnya masyarakat kalangan menengah kebawah,
karena dalam hal ini, lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah
bertujuan membantu dan memudahkan masyarakat kelas bawah untuk bisa
berangkat umrah dengan cara menabung.

Akan tetapi dalam mekanisme pelaksanaanya pada perogram ini, peneliti

menemukan suatu permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap
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nasabah itu sendiri dari sisi perlindungan hukum konsumen. Dalam pelaksanaanya

program simpanan umrah ini, tidak ditemukannya suatu surat perjanjian lisan dan

tulisan yang di buat oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT

Smile yang didalam surat perjanjian tertsebut mencantumkan suatu klausul-

klausul yang disepakati para pihak, tentang suatu hak dan kewajiban para pihak

maupun suatu kalusul yang membahas suatu kerugian antar pihak yang mungkin
saja timbul dari program simpanan umrah ini di kemudian hari.®

Dalam perakteknya dilapangan maupun di kantor operasionalnya, dalam
hal ini Customer Servis, maupun Account Officer, yang merupakan orang-orang
yang mempunyai suatu tugas dalam memarket program simpanan produk ini
kepada masyarakat hanya memberikan satu lembar formulir yang didalamnya

hanya berisi suatu data pribadi nasabah yang harus diisi oleh nasabah dan di

tandatangani oleh nasabah tersebut. akan tetapi dalam formulir tersebut tidak

adanya suatu klausul-klausul baku yang secara hukum bisa dijadikan sebagai
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.*®

Adapun mekanisme dan alur dalam program simpanan umrah ini yang
terjadi dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Account Officer menawarkan langsung kepada masyarakat, biasanya
memanfaatkan suatu perkumpulan masyarakat seperti majlis ta’lim.Atau
Customer Servis menawarkan program ini kepada Nasabah atau calon
anggota yang datang kekantor.

2. Jika Nsabah atau calon anggota tersebut ingin mengikuti program ini, maka
account officer atau Customer Servis memberikan suatu formulir kepada
nasabah untuk diisi sesuai data KTP atau Identitas lainnya seperti SIM.

3. Setelah nasabah atau calon anggota tersebut mengisi formulir, maka
Customer servis atau account officer akan meminta uang kepada nasabah

tersebut sebesar 20.000 sebagai pembukaan saldo awal simpanan umroh.

9 Hasil pengamatan peneliti di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani
Lestari pada 15 juni 2020.
10 Hasil Pengamatan peneliti di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani

Lestari pada 15 juni 2020.
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4. Uang sebesar 20.000 tersebut, menjadi saldo awal simpanan nasabah, dan
nasabah berhak mendapatkan buku tabungan dan celengan umrah. Buku
tabungan tersebut bisa dicetak dan dibawa nasabah jika pembukaan simpanan
di lakukan dikantor, akan tetapi buku tabungan tersebut sebagai bukti
kepemilikan simpanan tidak bisa dibawa dan dicetak langsung, jika transaksi
awal pembukaan simpanan dilakukan di luar kantor. Maka dalam hal ini
account officer akan membawa formulir dan saldo awal simpanan tadi
kekantor operasional untuk didaftarkan dan di input datanya, setelah itu
mencetak buku tabungannya dan dikembalikan kepada nasabah, dalam hal ini
biasanya dilakukan satu atau dua hari.

5. Jika suatu saat nasabah ingin menambah saldonya, nasabah tidak perlu datang
kekantor, nasabah tinggal menghubunngi account officerr untuk menjemput
uang tabungan, kemudian account officer akan datang mengambil uang dan
buku tabungan untuk menyetorkannya kekantor operasional, kemudian
bagian teller akan mencetak buku tabungannya sebagai bukti transaksi dan
mengembalikan buku tabungan tersebut kepada nasabah oleh account officer.
Biasanya dalam waktu 2 hari, nasabah bisa menerima kembali buku
tabungannya sebagai bukti kepemilikan simpanan.

6. Ketika jumlah saldo sudah mencukupi untuk keberangkatan umrah, maka
nasabah tinngal memilih jadwal keberangkatan, akan tetapi nasabah hanya
mempunyai hak untuk memilih jadwalnya saja, karena jasa travel perjalanan
ditentukan oleh pihak lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan
syariah BMT Smile.

7. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak koperasi dalam hal ini program
simpanan umrah, didapatkan dari perusahan travel, karena sudah memberikan
jemaah kepada travel.!!

Prosedur yang terjadi dilapangan yang sebagaimana sudah di bahas di atas,
jika dianalisis secara mendalam, penulis berpendapat prosedur tersebut secara

panadangan tujuan manajemen koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah

1 Hasil pengamatan peneliti di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani

Lestari pada 15 juni 2020.
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BMT Senyum Madani lestari sesuai, karena salah satu tujuan dari dibentuknya
program simpanan umroh adalah untuk memudahkan calon nasabah atau anggota
merasakan kemudahan dalam hal menyimpan dana untuk beribadah umroh. Hal
ini bisa dilihat dari kemanfaatan yang ditawarkan oleh lembaga BMT kepada
nasabahnya.

Akan tetapi jika melihat dari sudut pandangan hukum, penulis berpendapat
hal ini tidak mencerminkan suatu perlindungan hukum kepada nasabah atau
masyarakat, karena lembaga koperasi atau BMT secara tidak langsung
mengkesampingkan suatu perjanjian yang senyatanya penulis berpendapat harus
dibuat oleh kedua belah pihak. Baik perjanjian secara lisan maupun tulisan.
Karena pada dasarnya hubungan hukum ini menyangkut masalah perdata, yang
mana dalam masalah perdata suatu alat bukti secara tertulis merupkan hal yang
paling utama dalam hal pembuktian jika suatu hari ada sengketa antara pihak
nasabah sebagai penyimpan dana dan pihak koperasi atau BMT sebagai lembaga
yang menerima simpanan dana.

Ketentuan dan kedudukan alat bukti tulisan ini bisa ditemukan dalam pasal
1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR yang terdiri sebagaimana berikut :

1. Bukti berupa tulisan,

2. Bukti dengan melalui saksi,

3. Bukti berdasarkan prasangkaan,

4. Bukti denga pengakuan,

5. Bukti dengan adanya sumpah

Jika dicermati tata urutan suatu alat bukti dalam hubungan hukum yang
menyangkut masalah perdata, maka suatu alat bukti tulisan menempati urutan
pertama, dalam hal ini karena alat bukti tulisan mempunyai suatu peranan yang
sangat penting. Oleh karena itu penulis berpendapat, dengan mengatakan semua
kegiatan yang berhubungan dengan masalah perdata harus dicatat atau dituliskan
kedalam surat atau akta perjanjian, hal ini berdasarkan tafsiran hukum terhadap
pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR.

Dalam hal permasalahan perlindugan hukum antara nasabah sebagai
penyimpan dana, dan BMT atau koperasi sebagai penerima simpanan dana
tersebut, penulis berpendapat alangkah lebih baiknya suatu hubungan hukum

tersebut dituangkan kedalam suatu perjanjian tertulis, karena kegiatan transaksi
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tersebut merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada bisnis,
yang memungkinkan suatu saat terjadinya sengketa antara nasabah dan lembaga
koperasi tersebut. Karena jika adanya suatu alat bukti akta perjanjian misalnya,
jika terjadi sengketa dikemudian hari akan memudahkan para pihak untuk
membuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta perjanjian yang
bersangkutan.

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan dalam perkara perdata alat
bukti yang paling dominan dan determinan adalah alat bukti berupa surat. Hal ini
ditegaskan oleh pendapatnya M. Yahya Haraphap yang mengatakan alat bukti
saksi tidak begitu berperan dalam hal perkara bisnis, akan tetapi lebih berperan
alat bukti berupa persangkaan dibandingkan dengan saksi.*?

Oleh kaena itu, jika lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan
syariah BMT Senyum madani lestari tetap saja mengkesampingkan suatu
perjanjiannya yang semestinya penulis berpendapat harus ada dan dibuat oleh para
pihak, terutama pihak BMT, masalah pertama yang akan terjadi adalah kesusahan
menentukan pembenaran jika suatu saat terjadi suatu sengketa antar pihak.

Lembaga BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah, yang
didalamnya semua bentuk usahanya berdasarkan sistem ekonomi syariah, maka
dalam hal ini penyelesaian sengketanya berdasarkan undang-undang nomor 3
tahun 2006 tentang peradilan agama pasal 49 huruf i.

Selain masalah hubungan perdata biasa, lembaga BMT mempunyai suatu
konsekuensi menerapkan hukum islam dalam menjalankan usahanya, karena jika
melihat ketentuan dalam perundang-undangan yang sudah dibahas diatas BMT
merupakan bagian dari ekonomi islam, oleh karena itu lembaga BMT penting
sekali untuk memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan erat dengan masalah
perjanjian dalam hukum islam, yang salah satunya asas perjanjian dalam islam.

Berdasarkan hal di atas maka penulis sependapat dengan Abdullah jayadi
yang mengatakan salah satu asas dalam perjanjian Islam harus tertulis, karena

demi kepentingan suatu pembuktian. ¥ Hal ini diperkuat dengan pendapat yang

1214id, him 557

13 Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, Mitra Pustaka,Yogyakarta, 2011, hlm 20.
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sama yang disampaikan oleh Mohammad daud Ali yang mengatakan, salah satu
asas hukum islam dalam lapangan hukum perdata yang dijadikan sebagai tumpuan
untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang diantaranya adalah adanya asas
tertulis atau diucapkan didepan saksi.*

Asas tertulis tersebut diatas, mereka sandarkan kepada argumen yang
terdapat dalam Q.S al-Bagarah ayat 282-283, akan tetapi penulis tidak sependapat
dengan argumen tersebut, karena menurut penulis ayat tersebut hanya untuk di
sandarkan kepada suatu akad yang tidak secara tunai atau utang piutang, jadi
secara tidak langsung ayat tersebut hanya menyarankan sebagian akad atau
perjanjian saja dalam hal hubungan perdata. Akan tetapi di sisi lain penulis hanya
sependapat mengenai diharuskannya suatu asas perjanjian islam dalam hubungan
hukum perdata itu dibuat secara tertulis tidak lain dengan berargumen
kemaslahatan para pihak, karena dengan adanya suatu perjanjian secara tertulis
akan membauat suatu perjanjian itu jelas secara hukum dan mempunyai suatu
kepastian hukum anatara para pihak yang membuatnya..

Selain itu juga penulis berpendapat ketika suatu perjanjian itu dibuat
secara jelas dengan dituangkan kedalam suatu tulisan, maka asas perjanjian atau
asas akad yang sebagai mana disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah
yang disebutkan dalam dalam pasal 21 akan terpenuhi, yang didalamnya
menyangkut asas-asas sebagai berikut ;

1. Ikhtiyari/ sukarela, setiap akad atau perjanjian dibuat harus dengan suatu
kehendak dari para pihak itu sendiri, sehingga terhindar dari suatu
keterpaksaan atau tekanan dari salah satu pihak.

2. Amanah/menempati janji, hal ini untuk menghindari suatu cedera janiji,
sehingga suatu perjanjian dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan yang
telah dibuat.

3. Ikhtiyati/ kehati-hatian, suatu perjanjian dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan yang matang, sehingga pelaksanaan prestasi dari suatu
perjanjian yang telah dibuat tepat.

4.  Luzum/tidak berubah, hal ini agar suatu perjanjian dilaksanakan
berdasarkan suatu tujuan perjanjian itu sendiri, sehingga para pihak fokus
dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

5.  Saling mengutungkan, dibuatnya suatu perjanjian tidak lain hanya untuk
memenuhi suatu kepentingan para pihak yang membuat suatu perjanjian itu

14 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Raja Grafindo, Depok,2017, hlm 138.
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sendiri, sehingga dalam suatu perjanjian tidak diperbolehkan mengandung
unsur-unsur manipulasi, maupun penipuan.

6. Taswiyah/kesetaraan, kedudukan yang sama antara para pihak, sehingga
tidak melahirkan suatu diskriminasi antar pihak dalam membuat suatu
perjanjian.

7. Transparansi, keterbukaan merupakan suatu pertanggungjawaban antar
pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian.

8.  Taisir/lkemudahan, dalam membuat suatu perjanjian, klausul-klausul
perjanjian yang dibuat harus memungkinkan untuk dilaksankan, sehingga
dilarang membuat suatu klausul yang tidak mungkin dilaksanakan.

9. Itikad baik, suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak merupakan
suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga terhindar dari suatu
penpiuan, atau perbuatan perbuatan negatif lainnya dari para pihak yang
membuat suatu perjajian.

10. Suatu sebab yang diperbolehkan, suatu perjanjian yang dibuat tidak
diperkenankan bertolak belakang dengan hukum, maupun dilarang oleh
hukum.®

Maka dengan demikian, lembaga BMT harus memperhatikan hal tersebut
diatas, karena harus menerapkan suatu landasan asas hukum perjanjian Islam
dalam menjalankan usahanya sebagai suatu lembaga itermediasi keuangan yang
sistem opersionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Masalah ada dan tidak adanya suatu perjanjian secara tertulis yang dibuat
oleh para pihak sebenarnya tidak begitu masalah dalam pandangan nasabah BMT
atau calon anggoa BMT, karena dari beberapa hasil pengamatan dan wawancara
terhadap beberapa nasabah justru yang menjadi masalah adalah perihal tidak
adanya lembaga penjamin simpanan untuk BMT itu sendiri.'® Karena yang pada
umumnya masyarakat dalam hal ini nasabah mengetahui suatu fungsi lembaga
penjamin simpanan dalam dunia keuangan seperti pada perbankan contohnya.

Nasabah BMT justru megkhawatirkan jika suatu saat lembaga BMT
tersebut megalami suatu kesulitan, seperti banyaknya kredit macet, penipuan dari
pihak pengurus dan lain sebagainya atau dengan kata lain tidak berjalannya usaha

BMT sehingga mengakibatkan kebangkrutan, hal tersebut yang sering

15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah-
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dipertayakan nasabah atau calon anggota BMT mengenai bagaimana jaminan
hukum terhadap dana yang di simpannya.

Mengenai suatu permasalahan yang menjadi kekhawatiran nasabah dalam
hal ini lembaga penjamin simpanan untuk lembaga keuangan mikro seperti BMT
pada umumnya penulis pada dasarnya sama dengan pendapat nasabah, karena jika
melihat suatu peraturan hukum dalam keuangan syariah seperti bank syariah
contohnya memang benar apa yang dikatakan nasabah mengenai fungsi lembaga
penjamin simpanan untuk lembaga keuangan seperti bank syariah.

Karena jelas peraturan hukum untuk bank syariah mengenai fungsi
lembaga penjamin simpanan tersebut, hal ini dituangkan dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat 1 sampai ayat 5,
yang secara jelas menyatakan jika suatu bank syariah mengalami kesulitan yang
membahayakan keberlangsungan usahanya, Bank Indonesia mempunyai suatu
kewenangan untuk melakukan suatu tindakan pengawasan terhadap bank syariah,
dalam hal ini mulai dari membatasi kewenangan rapat umum pemengang saham,
menambahan modal, menggganti dewan komisaris, penghapusan pembiayaan
yang macet, penggabungan dengan bank syariah lain, dijualnya suatu bank
syariah, penyerahan pengelolaan kepada pihak lain.

Apabila tindakan tindakan tersebut tidak cukup untuk mengatasi suatu
kesulitan yang dialami bank syariah, disini baru Bank Indonesia menyerahakan
penanganan lebih lanjut kepada lembaga Penjamin Simpannan. Dari tahapan
tahapan penanganan tersebut di atas, semua itu berahir dengan pencabutan izin
usaha bank syariah oleh bank Indonesia. Hal ini tergantung bisa terselamatkan
atau tidaknya kesulitan-kesulitan yang dialami bank syariah.

Berdasarkan analisis hukum tersebut diatas, menjadikan suatu cerminan
jaminan dan perlindungan hukum untuk nasabah BMT yang setidaknya
merasakan khawatiran terhadap dana yang disimpan di lembaga BMT Senyum
Madani Lestari melalui Program simpanan Umrah. Beradasrkan hal tersebut
penulis ingin mengurai analisis terhadap jaminan hukum nasabah BMT dari sisi

ada dan tidaknya lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya, guna
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meningaktakan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan mikro syariah
seperti BMT.

Dalam ada dan tidaknya suatu lembaga simpanan yang menjadi suatu
masalah kehawatiran nasabah BMT, dalam hal ini jika melihat Undang-undang
Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, memang secara tidak
langsung tidak ditemukannya suatu pasal yang menyatakan lembaga penjamin
simpan maupun Bank Indonesia mempunyai suatu hak atau peran penting untuk
membantu menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan kesulitan yang
menyebabkan suatu lembaga tersebut yang mengarah kepada kebangkrutan atau
dengan kata lain lembaga tersebut dinyatakan tidak sehat, sehingga tidak bisa
menjalankan kegiatan koperasi itu sendiri, seperti hal di lembaga perbankan
syariah misalnya.

Akan tetapi dalam undang-undang perkoperasian pasal 51 sampai pasal 56
undang-undang nomor 25 tahun 1992, menyatakan suatu penyelesaian dalam hal
pembubaran koperasi, yang menjadi point penting menurut penulis untuk para
nasabah dalam hal jaminan hukum terhadap simpanan danannya adalah adanya
suatu hak dan kewajiban koperasi dalam hal penyelesaian ini. Hak dan kewajiban
tersebut tercantum dalam pasal 54 undang-undang perkoperasian tahun 1992,
yang salah satu ayatnya menyatakan. Untuk memenuhi semua kewajibannya
koperasi menggunakan sisa kekayaannya.

Sekiranya menurut penulis pasal tersebut bisa dijadikan suatu sandaran
hukum untuk menyakinkan kegelisahan yang di alami nasabah BMT penyimpan
dana simpanan umrah, meskipun di lain sisi hal ini bisa menjadi suatu polemik
dimasyarakat atau menimbulkan suatu pertanyaan lagi kepada lembaga BMT,
Dengan menyatakan bagaimana jika lembaga BMT tersebut tidak memiliki suatu
kekayaan yang mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada nasabah
jika terjadi pembubaran.

Dalam hal ini penulis berpendapat, untuk menghindari hal tersebut mau
tidak mau lembaga BMT dalam menjalankannya usahanya harus melibatkan
lembaga lain seperti bank, untuk menyimpan dana, investasi dibidang yang real

sehingga tidak memunculkan tindak spekulasi atau nilai investasi menyusut,
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membagi pengeloaan keuangan yang seimbang antara dana yang disalurkan dan
dana yang dihimpun, melibatkan pihak asuransi dalam hal pembiayaan seperti jual
beli kendaraan dan lain sebaginya.

Selain hal tersebut diatas, yang dimerupakan suatu tawaran dari penulis
dari sisi pandangan manajemen, untuk mendorong masyarakat atau nasabah
percaya kepada pihak lembaga BMT perihal masalah jaminan simpanan, suatu
dukungan hukum harus dibuat, dalam hal ini bisa melibatakan pemerintahan
daerah atau lembaga BMT itu sendiri, dengan cara membuat lembaga penjamin
simpanan itu sendiri. Karena jika merujuk kepada Undang-undang lembaga
keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013 pasal 19, pemerintahan daerah dan
lembaga keuangan mikro diberikan suatu wewenang untuk dapat membentuk
lembaga penjamin simpanan jika hal tersebut diperlukan.

Ketentuan diatas menurut penulis, untuk sekarang sudah menjadi
kewajiban pemerintahan dan lembaga keuangan mikro seperti BMT, untuk
membuat atau membentuk lembaga penjamin simpanan. Karena hal ini, selain
untuk menghilangkan suatu kekhawatiran yang di alami nasabah BMT tentang
tidak adanya lembaga penjamin simpanan terhadap program simpanan umrah di
BMT senyum Madani Lestari, juga untuk mendorong kepercayaan Nasabah atau
calon anggota kepada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Karena hal
ini akan menjamin berkembang atau tidaknya suatu lembaga keuangan syariah di
indonesia baik itu yang bersifat mikro seperti BMT, maupun perbankan.

Penulis berpendapat dengan dibentuknya suatu sistem hukum dan sistem
pembinaan terhadap lembaga keuangan syariah yang baik, paradigma masyarakat
tentang keuangan syariah yang terkadang menyamakannya dengan sistem
konvensional, lama kelamaan itu akan hilang. Sehingga perkembangan dan
pertumbuhan lembaga keuangan syariah di indonesia akan pesat. Oleh karena itu
perlu ditegaskan kembali suatu lembaga penjamin simpanan untuk lembaga
keuangan mikro harus di berbentuk, baik itu oleh pemerintah maupun oleh
lembaga BMT itu sendiri, sesuai yang di amanatkan oleh Undang-undang

lembaga keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013 pasal 19.
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis kepada nasabah suatu
permaslahan lain yang sering timbul adalah masalah kenyamanan terhadap sistem
penjemputan uang tabungan dalam program simpanan umrah, hal ini dirasakan
nasabah ketika mereka menambung dengan cara tidak datang kekantor. Karena
sering terjadi suatu keterlambatan pengembalian buku tabungan oleh account
officer kepada nasabah atau nasabah merasakan cemas terhadap uang yang
diberikan kepada account officer tidak disetorkan kekantor.!’

Berdasarkan pengamatan penulis, terhadap masalah lain yang dirasakan
nasabah diatas, penulis memberikan suatu analisis terhadap masalah tersebut,
dengan berpendapat, meskipun pada dasarnya suatu lembaga koperasi
beroperasional berdasarkan asas kekeluargaan, akan tetapi lembaga koperasi tidak
boleh menganggap seorang nasabah atau calon anggota koperasi dengan
memandang biasa-biasa saja tanpa memperhatikan kenyamanan atau keamanan
nasabah, karena nasabah koperasi atau BMT dalam hal ini merupakan konsumen
dalam bidang jasa yang secara hukum dilindungi oleh Undang-undang
perlindungan konsumen.

Maka dengan demikian, suatu lembaga BMT atau koperasi dalam hal ini
harus menjalankan amanat hukum yang sebagaiamana di bahas dalam undang-
undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Undang-undang tersebut
menyatakan secara jelas yang dikemukan dalam pasal 4 sebagai mengenai hak hak
konsumen sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan.atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendaptan dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengeketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendaptkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7 Hasil pengamatan kepada nasabah Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum
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g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perlindungan konsumen
diatas, bila di analisis berdasarkan salah satu masalah lain yang dialami oleh
nasabah BMT atau koperasi sebagaimana sudah dibahas di atas seharusnya tidak
terjadi, karena secara pandangan hukum, sudah menjadi suatu hak seorang
konsumen mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam hal
menggunakan suatu produk baik itu mengkonsumsinya berupa barang, atau
menggunakan suatu jasa dari suatu produk.

Maka dengan demikian secara hukum suatu masalah yang terjadi pada
salah satu nasabah BMT Senyum Madanai Lestari sebagaimana hal sudah dibahas
diatas tidak boleh terjadi. Untuk menghindari masalah tersebut, penulis
memberikan suatu penawaran solusi demi terciptanya suatu lembaga BMT
sebagai keuangan mikro syariah yang baik dalam memberikan suatu pelayanan
jasa keuangan maka BMT harus berbenah dari mulai pembuatan suatu regulasi
hukum yang ketat untuk para pihak anatara BMT dan Nasabahnya maupun suatu
peraturan regulasi hukum untuk semaua krayawan atau pengurus lembaga BMT.

Dari sisi regulasi hukum yang harus diperhatikan oleh lembaga BMT
Senyum Madanli Lestari adalah membuat suatu perjanjian secara tertulis antara
nasabah BMT dan lebaga BMT itu sendiri, yang didalam klausul-klausul
perjanjian tersebut memuat jaminan hukum terhadap dana simpanan umrah
nasabahnya, selain klausul jaminan simpanan nasabah tersebut, suatu klausul yang
harus dimasukan berdasarkan masalah kekhawatiran nasabahnya adalah klausul
jaminan jika account officer sebagai petugas yang mengambil tabungan tidak
menyetorkan uang tersebut kekantor kas.

Sehingga dengan adanya suatu perjanjian antara nasabah BMT dan
lembaga BMT Senyum Madani Tersebut, pihak BMT akan memperketat

pengawasan terhadap kinerja karyawannya, karena dengan suatu perjanjian
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tersebut pihak nasabah mempunyai suatu bukti hukum yang kuat untuk
menggugat, jika pihak BMT tidak mejalankan prestasi dalam suatu perjanjian
yang telah disepakati. sebagaimana sudah di bahas terlebih dahulu tentang fungsi
suatu perjanjian itu sendiri.

Mengenai solusi yang kedua perihal cara menanbung yang nasabahnya
tidak bisa datang kekantor, penulis memberikan suatu penawaran solusi, masalah
disini merupakan suatu masalah teknis yang memugkinkan suatu masalah tersebut
dilatarbelakangi oleh manajemen lembaga BMT yang kurang maksimal, atau
dilatarbelakangi oleh SDM yang tidak maksimal dalam melayani nasabahnya. '8

Berdasarkan latarbelakang timbulnya suatu masalah tersebut, alangkah
lebih baiknya lembaga BMT membuat suatu SOP untuk setiap karyawannya,
karena hal ini terjadi akibat dari kurang ketatnya standar operasional manajemen
BMT, terutama untuk SDM. Karena cepat dan lambatnya seorang Account
Officer mengembalikan buku tabungan kepada nasabah yang kebetulan menabung
dengan tidak datang langsung kekantor kas adalah masalah etos kerja seorang
SDM itu sendiri. Sehingga jika etos kerja seorang SDM lemah, maka akan
berdampak kepada pelayanan yang kurang maksimal kepada nasabah BMT itu
sendiri. Untuk meningkatkan suatu etos kerja SDM salah satu caranya adalah
dibentuknya suatu pengaturan menajemen yang ketat, sehingga SDM akan merasa
tertekan dalam bekerja. Yang berdamapak positif ternadap pelayanan kepada
Nasabah BMT.

Hasil dari pemaparan diatas, suatu perlindungan hukum yang diberikan
lembaga keuangan mikro syariah BMT Senyum Madan Lestari kepada
nasabahnya secara hukum belum maksimal, begitu juga secara manajemen, karena
berdasarkan pengamatan penulis masih banyak permasalahan-permasalahan yang
dialami nasabah BMT Senyum Madani, baik secara hukum, maupun dari segi
manajemen, sehingga para Nasabah BMT masih mengalami suatu kehawatiran
akan keamanan dana yang di titipkan di lembaga keuangan tersebut melalui suatu

program produk simpanan umrah.
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D. Penawaran Gagasan Penelitian

Gagasan yang ditawarkan penulis kepada lembaga keuangan mikro
koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, BMT Senyum Madani Lestari
dan kepada pemerintahaan adalah :

1. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang keberadaannya di
indonesia sudah tidak baru lagi, sudah seharusnya mempunyai suatu
Undang-undang sendiri yang mengatur operasional lembaga keuangan
mikro syariah tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan suatu wewenang dan
tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan dan menyusun suatu
undang-undang khusus sebagai legislasi hukum keuangan mikro syariah
seperti BMT. Sehingga perlindungan, jaminan dan kepastian hukum
nasabah BMT di Indonesia secara hukum terpenuhi.

2. Sebagai lembaga jasa keuangan BMT Senyum madani lestari, untuk
menunjang perkembangan keuangan syariah di Indonesia mulailah untuk
berbenah, terutama dalam masalah memberikan perlindungan hukum
kepada nasabahnya, karena dengan memberikan suatu perlindungan hukum
kepada nasabah secara maksimal, akan membangun suatu kepercayaan yang
baik dari masyarakat, sehingga memudahkan perkembangan jasa keuangan

mikro syariah seperti BMT.



